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TUJUAN PEMILU

a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil setiap lima tahun sekali

b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan|
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

€. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah
persecrangan.

e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri

. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

r

MANFAAT PEMILU

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politk, seperti yang dituliskan
oleh Ssrrmel PHm!hqmdanJmn M Nehwn dalam No Easy Choice: Political Participation in

Daveloping Countrie 1, partisipasl politk adalah kegiatan warga yang bertindak
sebagal pribadi-pribadi, wng i untuk garuhi  per keputusan oloh
pemerintah. Jadi dapat dip 1, partisipasi p da dalam pemilhan umum ikut menentukan

L v g

Pemilu k judan ked ' rakyal, dimana kekuasaan lertinggl berada di tang

rakyat dan rakyal pulahh men]adl unsur utama dalam membantuk sebuah negara. Pemilu menjadi
salah satu dari berbagai sarana unluk mewujudkan kedaulalan rakyat

Pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian psmumpn secara konstitusional, Suksesi
kepemimpinan sangat diperukan, untuk buhkan b baru yang lebih baik,
bahkan melalul pamiu Iu!a dapat mengeliminasi para parmmn yang dirasa bidak dapat

mengerjakan lugas yang telah diamanatkan kepadanya dengan cukup baik.

Pem'ﬂu merupakaﬂ sarana bagli pemimpin politk uniuk mempercleh  legitmasi
han). Dikatakan oleh David Easton bahwa keabsahan adalah: “Keyakinan dan
phak anggma (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya uniuk menerima bak dan menaal
penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu. Dengan melalul proses pemilihan umum
tentunya para pemimpin yang lerpiih mendapal pembenaran dari rakyat untuk menjalankan sera
meny kan apa yang menjadi aspirasi masyarakalL” k
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ISU-ISU KRUSIAL

SISTEM PEMILU ANGGOTA DPR dan DPRD

TAHAPAN PEMILU

PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

AMBANG BATAS PARLEMEN (Parliamentary Threshold)

METODE KONVERSI SUARA KE KURSI

PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI TERKAIT

DAERAH OTONOM BARU

7. PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

B. ANTISIPASI CALON TUNGGAL PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN

9. KAMPANYE PILEG DAN PILPRES

10. JUMLAH PEMILIH DI SETIAP TPS

11. SURAT SUARA PILEG DAN PILPRES

12. PENGUATAN KELEMBAGAAN, KEWENANGAN, DAN TATAKELOLA
PENYELENGGARA PEMILU (KPU, BAWASLU DAN DKPP)

13. PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
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PELAKSANAAN PILKADA
SERENTAK TAHUN 2015

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2015
PADA 269 DAERA_H OTONOM:

9 PROVINSI

' Kallmantan Tenga :Kh i
Knpulaunn Rh
Sulawesl

224 KABUPATEN

Plﬂl 32 provinsi, dengan ]umllh tarbasar di
Utara b diikuti
Jawa T-ngah sabanyak ET Iuhi'kol-m Jawa Timur
ssbanyak 19 Kab/Kota, dan Jumish terkecil di
Kalimantan Tengah dengan 1 Kab/Mota, Di
36 KOTA Yogyakarta dan Gorontalo dengan 3 Kab/Kota.

DAERAH YANG MELAKSANAKAN ...
PEMUNGUTAN SUARA ULANG

« Kab. Muna
Pemungutan Suara Ulang (PSU) | : 22 Maret 2016

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Il : 19 Juni 2016

« Kab. Mamberamo Raya
Pemungutan Suara Ulang (PSU) | : 23 Maret 2016
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Il : 9 Juni 2016

DAERAH YANG MENGADN €
PILKADA SUSULAN 5" -

DAERAH PENVEBAB TANGGALD..N.;LR
putisan  tetap darl p dalan |
Kab, Fakfak terkait sengheta pemithan | bakall 1§ Jarwac 2016
pasangan calon yang digugurian

Menunggu  putwsan  tetap dari pengadilan
terkalt sengketa pemilhan  pencalonan
pasangan  Survenov  Siralt - Parlindungan
Sinaga, setelsh ditetapkan Tidak Memenuhi |6 November 2016
Syaral (TMS) sebagal pasangan calon cleh KPU
Kaota Pematang Slantar

Menunggu putisan  letap darl pengadilan
terkalt sengketa pemilihan yang dipicu adanyal
Prov. Kalimantan Tengah dua rekomendast yang dikeluarkan oleh Partai 27 Januari 2016
Persatuan Pembangunan (PPP)

Menunggu  putusan tetap darl pengadilan
terkait sengketa pemillhan mengenal salah
salu calon wakil bupatl yang menjadi terpidana

Kota Pematang Slantar

Kab, Simalungun 20 Januari 2016

Adanys penundaan terkalt KFU Kota Manado
Kota Manada yang menggugurkan kepesertaan Jimmy Rimba 17 Februari 2016 id
Rogl di Pllkada Manado
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DAERAH YANG MELAKSANAKAN p PETA SEBARAN DAERAH YANG MELAKSANAKAN
PILKADA SERENTAK 2017 E&7 |PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 :'_'.;?-—'--»

Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi
Barat, dan Papua Barat

18 KOTA
¥ "I - g
76 KABUPATEN

APIY W viIvl

DALAM PILKADA SERENTAK 2017

E|PERMASALAHAN SERTA KENDALA

2. Beberapa daerah masin haf{_
memperbarui data jumiah penduduk.

. Perlu diwaspadal daerahyang rawan

gangguan kelompok separatis.

B. Teradi demonstrasl akibat pasangan
calon Rum Pagau - Lahmuddin
Hambali digugurkan KPU Kabupaten
Boalemo pasca Putusan MA dalam
sengketa pemilihan "




DUKUNGAN PENYIAPAN DAFTAR PENDUDUK
POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)

Pemerintah dan Pemerintah
Daerah menyediakan DP4
sebagai bahan bagi Komisi
lelllhnn Umum lKPU}dahm
: sun Daftar Pemilih 5

dan Daftar |

EIDASAR HUKUM PENDANAAN

PILKADA
1. P o P ¥ bobtiankan n.lda l.PED dan dapat didukung olsh APBN sesual dengan ketentian
e alun an perundang undangan
2 - ungan Anggaran Py Belanja Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah
3 lotah laryut 3 > P yang bersumber dard APBD diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 44 tahun 2015
o Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2): (1) P 1 it dan wekil gubermnur dibebankan pada
APBD provinsd; (2) Pendanaan kegiatan P-ml-han Buml- dan v-\aiul BupatiVWaliola dan wakil walkota dibebanican
pacda APBD kabupaten/iola

* Pasal 18 Ayst (1): Dalam hal pamarintah daerah belum L0 dalam
mmrmmwmmlmmmmmm Pemerintah

Daarah Gangg 7 P Daserah tentang

Pmﬂm APBD dengan I, P P Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD,
diusulian dalam gan P Daerah tentang Perubahan APED

. Puu u Ayat (4): Pongangg kagiat erifiby pada ayat (1).

diberiahulan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulln sotelah dilakukan pm.bahm Peraturan Kepala Daerah
tentang Perjabaran APBD

DUKUNGAN PENYIAPAN DANA
PILKADA (NPHD)

- Memfasilitasi
{NPHD} untuk
didistribusikan kepada -

- penyelengara. Pltbadn
IKPH dan Bawasiul

Menylapkan payung
.~" hukum dalam teknis

&l 3 penganggaran Pilkada

l i Ifl

DUKUNGAN KOORDINASI PEMELIHARAAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN PILKADA

T

4/26/2017



DUKUNGAN TEKNIS KELANCARAN
PENYELENGGARAAN PILKADA

+  Pembentukan Regulasi  teknis
pelaksanaan  Pilkada, dengan
mengevalusi Pelaksanaan Pilakda
sebelumnya dan  meminimalisir
terjadinya  pelanggaran  dalam
tahapan Pilkada sampal dilantiknya
Kepala Daerah terpilih.

= Sosialisasl Pemilu: dilakukan dalam
berbagal bentuk sepert! seminar,
penyuluhan,  spanduk, banner,
- iklam layanan masyarakat pilkada,
dil. (Sasaran utama adalah pemilih
yang ,_. linya " p
2

» Monitoring Kelancaran Pelaksanaan
Tahapan  Pllkada :  dengan
menerjunkan tim Monitoring ke
daerah-daerah yang melaksanakan
Pilkada.

DUKUNGAN PENINGKATAN
PARTISIPA

u ialisasikan § gnya Pilkad
melalul media cetak dan elektronik
penentu bagi tingkat partisipasi pemilih
dalam pemilu

MENJAGA NETRALITAS ASN

BERKOORDINASI DENGAN
“w RB DAN BKN.
;‘-.‘-‘-_:"ﬁt._." ey
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AGENDA POLITIK TAHUN
2018

.\:

| PILKADA SRE{N7TATKZ018
[ Daeraty] \

\
17 PROVINSI H"
115 "

KABUPATEN

17 @

SECARA UMUM

g ]
\

SECARAKHUSUS

| mapanpendaftamn ,
pmumgarl calon

25 Tahnpan drstnbusi
: lagistik Pilkada
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